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DAMPAK PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP
PERCERAIAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO.1 TAHUN 1974

Oleh : Nurul Migat, S0, M.Ka™'

Abstrak :

UU Na.| tabun 1974 mengatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan Inhir dan bathin antara
scorung pria dan scorang wanita schagai suami isteri  dengan tujuan membentuk Keluarga (rumah
mmgga |} yang bahagia dan kekal berdasarkan Kenhihanan Yang maha Esa™ Bagi perkawinan yang
Scich melangsungkan perkawinan adalah meorcka yong telah memcenuli batssan  usia untuk
melangsungkan perkawinan, scperti yang terters dalam Pasal 7 ayat | UU No.l Tahun 1974,
Setasan wsia untuk melangsungkun perkawinan itu pria sudah berusia 19 (sembilan belas )dan
wanita sudah berusia 16 (enam belas) Tahun, Secara cksplisit ketentuan terscbut dijelaskan bahwa
setiap perkawinan yang dilakukan sebelum batas wmor tersebut maka discbut “perkawinan dibawsh
eeatr” wtau biasa puln dikenal deagan istiluh pernikahan dinl.

s Kunei: Anak di bawah Umur, Perkawinan

Abstract :

Law number | of 1974 Regading Marrviage states that “marriage s a spirttual and the
povical bond between a man and a waman as husband and wife, with ihe aim tiv establish a happy
ani everlasting family thousehold) upan the divinity of God Acevrding 1o the article 7 puragruph
Fof law N of 1974, marriage is allowed for those who have met the age limit. wich for man s
I% (mmeteen) years old and for woman is 16 frixteen) years old Subsequenily, the provision
epliciily explained  that any marviages performed before  the age limil so called "wnder age

marridge " or alve commanly known as early marriage.

Eoywonds: under age marviage, marriage law

A Pendubuluan

Kodrat manusia sebagai makhluk yang di-
optkan dengan penggolongan jenis kelamin.,
Yaki pria dan wanita, satu dengan ynng lain
ghan ertank  untuk kemudian mempersatukan
< dalam ikatan yang suci vang discbut “perka-
wman” Mode! iatanan kchidupan masyarakot
=ular yvang sederhana sampai dengan modern,
perkawinan sdebagal suatu lembaga, selalu di-
s=ggap sakral. Hal ini dapar dipabami kiarena
Sengan perkawinan tersebut, selain untuk me-
menuhi kebutuhan biologis, dimaksudkan dun
perkawinan ftu akan lshir akan lahir keturunan
yany tentunya dihamapkan dapat meocruskan ke-

7 Dosen Fakulus Hukmn Universitis Tadulako hideog
tizium Pendata

hidupan manusia yang berkelanjutan,

Undang- undang Peskawinun No.l Tahun
1974 adulah hasil suatn usaha untuk mencipta-
kan hokum messonal. Merupakan produk hukum
pertama yang memberikan gambaran nyata ten-
tang kebenaran dasar kebudayaan “Bhineka
Tunggal Ika". Dan i3 juga merupakan unifikasi
yang umk dengan menghormati secam penuh
adanys vanast berdasarkan agama dan keperca-
yaannya itu.’

Negara kita Indonesia adalsh negara hu-
kum, hukum yang diciptakan untuk masyamiat
dengan tejuan agar masyarakat dspat mempero-

' Husawrin dalem Taafiquirobman Sahwil. Lesalisasi M-
Gy Porkwwinan DN fodiwnia, Jakara, Precadamedia
Gieoap, 2013
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leh keadilan dan kepastian hukum. Cita-cita
Bangsa [ndonesia untuk menciptakan hokum
perkawinan yang di kodifikesikan dan di unifi-
kasikan dalom satu persturan yang ada, dikare-
nakan kemajemukon suku bangsa, agama dan
kepercaynan yang berbeda-beda. Muasing-ma-
sing mempunyai tata cara yang berbeda. Bangsa
indonesia tendin beberapa agama dan atau ke-
percavasn yang berbeda yaits Islam, kristen, ka-
tolik, protestan, Hindu, Budha, sera konghuce.
Perbedaan inilah mengakibatkan juga imbulnya
persepal yang berbeda dalam satu hal, ak terke-

Dengan berlakunya Undang-undang No-
mor | tahin 1974 (LN th.1974 Ne 3019) meru-
pakan aturan hukum, yaite sturan hukum positif
yang lertulis yang bersifat sebagai pembatasan
yung mengikat dan memuksa. Mendayagunakan
hukum schagai sarann perubshian sosinl perlu di-
perhatikan adanya beberapa fokior yang dapat
menghambat dan mendorong keefektifannya.

Masyuarakat scbagai pemegang peran terfe-
bih dahulu perfu di yakinkan akan perfunya me-
nerimn nilai-nilad baru schagaimana yung dike-
hendaki vleh hukum, scbagai realisasinya peme-
rinlsh telah mengeluarkan Undang-undang No |
tahun 1974 besenta  peraturan pelaksana luinnya
yuitu persturan pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, Menurut Undang-undang No.l /1974 da-
lam Pasal 1 mendefienisikan bahwa: Perkawinun
intal ikatan lahir batin antura seorang pria dan
seomng wanita sebagal suami 1sten dengan tuju-
an membentuk keluarga (numah langga) yany
baluigia dan kekal berdusarkan Ketubanon Yang
Maha Esa. Jadi mepumut UU No.l /1974, per-
Kawinan mempunyai hubungun yang erat sckali
dengan sgama’kerohanian, schingga perkawi-
nan bukan syn  mempunyi unsur lahicjasma-
ni, tetapi unsur bathinfrokhani jugs mempunyad
peranan yang penting,

Membentuk keluargs yang bahagia dan
kekal ernt kaitannya dengan keturunan pemeli-
haraan dan pendidikan terhadap keturunan yang
menjadi hak dan kewajiban orang tun. al yang
sangal penting baik bagl yang bersangkutan,
yuity sunmi atau isteri maupun bagi masysrakat
pads umumnyxs (nlah, penennian sast manakah
dapat dan harus dikatakan bahwa ada sustu per-
kawinan selalu suatu peristiva hukum dengan
scgala akibat bukum daripsdanya Antara pria
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dan wanita dikatakan ada sustu perkawinan de-
ngan segula akibat hukumnys apabila perkawi-
nen tersebut dilaksanakan dengan tata cara yang
sah. Menurut Pasal 2 (1) UU No.1/1974  perka-
winan adalah sah apabila dilakukan meourut hu-
kum masing-masing agumanya dan kepercuaya-
annya it

Dalam UU Ne 11974 di teanckan prinsip-
prinsip atay azes-azas perkawinan dengan sega-
la sesuatu yang berhubungan dengan perkawi-
nan vang telah disesunikan dengan perkemba-
pgan dan tuntutan zaman. Azas- azas atau prin-
sip-prinsip yang teveantum dalam Undang-un-
dang ind adalah scbagai berikur:

. Tujusn perkawinas sdalah membenmuk
keluarga yang bahagia dan kekal.

2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan,
bahwa suatu perkawinan sdalah sah bila-
mana dilakukan imenurat hukum masing-
masing agamanya dan kepercaysannya
ity; dan disamping itu tiap-tiap perkawi-
nan harus dicatst menurit poraturan per-
undang-undangan yang beriaku

3, Undang- undang ini menganut azas mo-
nogami

4. Undang-Undang ini menganut prinsip,
bahwa calon suami-istert ity harus telah
masak jiwa mgunys untuk dapat melang-
sungkan perkawinan

5. Percerman dipersulit

6. Hak dan kedudukan suaml isteri adalah
scimbang

Berdosarkun Azse vang torcamum dalam
ULIP salah satunya adalah bahwaCalon mempe-
lai pris dan wanita harus masak jiwaraganys,
yang mengandung maknas bahwa kedua calon
mempelai haras 1elab dewasa menurut ULUP No,
| mhun 1974, Dewnsa menurut UUP yakni sda-
nya batasan winur antars luks laki dan perempu-
an. Laki laki hanus telah bercmur 19 tabun, dan
wanita harus beramur |6 Tahun,

Akan tetapi fenomena yang terjadi adalah
nikah amo perkawinan tidak hanya dijalani oleb
orang dewusa, adanya hal-hal yang mengakibat-
kan pris atau wanitn harus melany.
sungkan perkawinan, meskipun mercka belum
cukup dewasn untuk melangsungkan perkawi-
nan menurut UUP,

Melihat Fenvuiena terschut, terdapat per-
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masalahan yang menarik untuk dikaji, bagaima-
na perkawinan dibawah umur menurut UUP
1974 vang terjadi di Kota Palu? Dan jika terjadi,
dampak apa yang dapat ditimbulkan dari perka-
winan dibawah umur terhadap perceraian?

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan melalui metode
pormative kepustakaan, disamping itupula di-
mmbahkan dengan literature-literatur pendu-
xung lainnya.

. Hasil Dan Pembahasan

I. Perkawinan dibawah wumur menurut
UUP 1974 diKota Palu

Pengaruh adat kebiasaan setempat khusus-
nva dibeberapa kawasan Nusantara, masih ma-
rak dilakukan oleh para orang tua yakni menga-
winkan anak-anak. Sebagian anak-anak belum
matang jiwa dan raganya sudah dijodohkan oleh
orang tua mereka. Tanpa memperdulikan kebu-
mwhan anak, yang notabene masih muda untuk
membangun keluarga. Fenomena ini sedikit ba-
ovak akan merugikan tambuh  kembangnya
sumber daya manuasia vyang unggul. Cita-cita
harus pupus, pendidikan terhenti dikarenakan
Barus menikah karena kehendak orang tua. Sete-
fah permikahan muda, anak dibawah umur yang
melangsungkan pernikahan muda harus meng-
Badapi lagi kehamilan usia dini.Kelahiran yang
dialami ibu-ibu yang menikah muda tidak dapat
dihindar, bahkan kadang mendatangkan mala-
petaka yvang tidak diinginkan. Akibat banyaknya
sisi negative dari perkawinan anak-anak.

UU No.l tahun 1974 secara tegas menga-
mikan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir
dan bathin antara scorang pria dan seorang wa-
nita scbagal suam isteri dengan tujuan mem-
sentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kckal berdasarkan Ketuhanan Yang maha
Esa’

Undang-Undang Ne.1 Tahun 1974 seba-
gai Landasan dan acuan dalam mengeluarkan
@in untuk melangsungkan perkawinan khusus-
nya anak dibawah umur, dalam hal ini KUA dan
Kanwil Depag dan Pengadilan Agama Palu
vang merupakan lembaga yang berwenang un-
ruk mengeluarkan izin tersebut dan melangsung-
kan kasus perceraian pada kasus perkawinan di-

Nurul Migat

bawah umur.,

Beberapa para abli juga memberikan defe-
nisi perkawinan, Prof. Subekti. SH mengatakan
bahwa perkawinan adalah “pertalian yang sah
antara scorang laki-laki dengan seorang perem-
puan untuk waktu yvang lama”. Sedangkan Prof,
Dr R Wirjono Prodjodikoro, SH memberikan
pengertian perkawinan adalah “suatu hidup ber-
sama antara seorang laki-laki dan scorang pe-
rempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang
termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.

Prof. Dr. H, Zainuddin Ali, M.A. membe-
rikan pengertian bahwa perkawinan adalah me-
rupakan salah satu perintah agama kepada yang
mampu untuk segera melaksanakannya. Karena
perkawinan  dapat mengurangi  kemaksiatan,
baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam
bentuk perzinaan.

Tujuan Perkawinan berdasarkan pasal |
UUP adalah vntuk membentuk keluarga, rumah
tangga yvang bahagia dan kekal. Dengan prinsip,
tujuan dan pengertian seperti ini, maka perkawi-
nan di Indonesia tidak semata sebagai hubungan
keperdataan antara searang pria dan wanita sela-
ku suami-istery. tetapi jaub lebih penting daripa-
da i, perkawinan juga mempunyal ikatan vang
erat dengan agama (spiritual), schingga perka-
winan bukan saja mengandung dimensi ikatan
jasmaniah belaka tetap: sekaligus juga mengin-
dahkan dimensi batin dan rohani

Tujuan Perkawinan, sebagaimana yang di-
kemukakan ahli M. Qurais Shihab, (kutipan,
hittp://'www mahkamal  kontitusi.go.id/berita.;
07-11-12) adalah untuk mendapatkan ketena-
ngan hati (sakinah). Sakinah dapat lestari mana-
kala kedua belah pihak yang berpasangan itu
memelihara mawaaddah, vaitu kasih sayang
vang terjalin antara kedua belah pihak tanpa
mengharapkan imbalan (pamrih) apapun, mela-
inkan semata-mata karena keinginannya untuk
berkorban dengan memberikan kesenangan ke-
pada pasangannya.

Beberapa para ahli juga memberikan defi-
nisi perkawinan, diantaranya menurut Prof. Su-
bekti. SH mengatakan bahwa perkawinan oda-
lah “pertalian yang sah antara seorang laki-laki
dengan scorang percmpuan untuk wakwi vang
lama”.* Prof. Dr. R-Wirjono Prodjodikoro, SH.

? Subekti dalam Simajuntak SH. 2009, Pokok-pokok Hu-
kwm Perdata Tndonesia, Jakarta, Jambatan,

331



Javral Lo Libroin, Val 11, Na. 2, Jamid 2086, hal, 329 - 138

memberikan pengertian perkawinan adalah *su-
atu hidup bersama antara seorang laki-laki dan
seorang perempuan, yang memenuhi syamt-sya-
rat yang termasuk dalam peraturan hukum per-
kawinan,’

1.
2.

4.

.o

\© 20

Adapun Syarat syarat Perkawinan

Persetujuan kedua calon mempelai

Pria sudah berumur 19 th, wanita 16 -
hun

Izin orang tua / pengadilan jiks belumn
berumur 2| tahun

Tidak masih terikat dalam satu perkawi-
nan

Tidak bercerai untuk kedua kali dengan
suami /isteri yang sama yang hendak di-
kawini

Bagi janda sudah lewat wakiu unggu
Sudah memberi tabu kepada pegawal
pencatatan perkawinan 10 hari sebelum
dilangsungkan perkawinay

Tidak ada yang mengajukan pencegahan
Tidak ada larangan perkawinan’

Undang- undang perkawinan menentukan

asas-asas perkawinan dan segala sesuatu vang
berhubungan dengan perkawinan yang telah di-
seusaikan dengan perkembargan dan tuniutan
zaman. Asas-asas atau prinsip-prinsip vang ler-
cantum dalam UUP adalah sebagai berikut

3

Tujuan perkawinan adalah membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal, untuk
it suami isteri perlu saling membantu
dan melengkapi, agar masing-masing
dapat mengembangkan kepribadiannya.
Membantu dan mencapai kesejahteraan
spiritual dan materil.

Suatu perkawinan adalah sab bilumana
dilakukan menurut hukum masing-ma-
sing agamanya dan kepercayaannya itu,
dan disamping itu tiap-tiap perkawinan
itu harus dicatat menurut peraturan per-
undangan yang berlaku, Pencotatan per-
kawinan itu adalah hal yang sama de-
ngan kelahiran, kematian yang dinyata-
kan dengan surat keterangan, suatu akta
resmi yang jugs dimuat dalam pencita-
tan,

Menganut asas monogami, hanya apabi-

i

* Abdul kadir Muhammad, Hukim Perdata Indonesia, $0
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la yang dikendaks oleh yang bersangku-
tan, karena hukum dan agama orang ter-
sebut mengizinkan seorang suami dapat
beristeri lebih darl seorang istri, meski-
pun hal yang ini dikendaki oleh yang
bersangkutan, hanya dapat dilakukan
apabila telah memenuhi persyaratan ter-
tentit dan diputuskan oleh pengadilan,
Menganut prinsip bahwa calon suami is-
tri i horus teluh masak jiwa raganya
untuk dapat melangsungkan perkawinan,
agar dapat mewujudkan yjuan perkawi-
nan secara baik tanpa berakhir pada per-
ceratan dan mendapat keturunan yang
baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah
perkawinun antara suam 1steri yang ma-
sih berads dibawah umur. Selain it per-
kawinan juga roempunyal hubungan per-
masalehan dengan kependudukan, ter-
nyaia dengan batas umur yang lebih ren-
dah dan seorang wanmta untuk kawin
mengakibatkan laju kelahiran yang lebih
tinggi, Berhubung dengan itu maka UU
i menentukan baras umur kawin bagi
pria addlah 19 tshon dan wanita 16 5a-
ITHY

5. Twjuan perkawinan adalah membentuk

keluarga yang kekal bahagia dan sejahte-
ra, maka Undang-undang ini menganut
prinsip mempersukar terjadinya perce-
raian harns dengan alasan tertentu serta
dilakukan didepan pengadilan ,

Hak dan kedudukan isteri adalah seim-
bang dengan hak dan kedudukan suami
baik dalam  kehidupan rumah tangga
maupun  dalam  kedudukan pergaulan
masyarakat schingga dengan demikian
scgala sesuatu dalam keluarga dapat di-
rundingkan  dan diputuskan  bersama
oleh suwm istert.

. Menikahi seorang wanita lebih dari sat

merupakun hial yang tdak disensngi ka-
rena pernikahon seperti i cenderung
menimbulkan porsoslan-persoalan dalam
kehidupan rumah tangga dan Keluarga,
Tangaung jawab moral dag materil dar
scorang suami yang beristeri lebih dari
situ adeluh lebib berat jika dibundingken
dengan suami stau isterl yang hanyn ber-
istert seorang. Oleh karena itu Undang
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undang menetapkan bahwa poligami ba-
ru dapat dilakukan apabila ada izin dari
pengadilan,

Menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 UUP,
untuk melangsungkan perkawinan, seseorang
vang belum mencapai wmur 21 tahun harus
mendapat izin kedua orang tua, izin ini wajar,
karena mercka yang belum berumur 21 tahun it
beium dewasa menurut hukum, Dilihat dari segi
kesehatan, pasangan yang menikah diusia muda
dapat berpengaruh pada ungginya angka kema-
nan ibu yang melahirkan, kematian bayi serta
berpengaruh pada rendahnya derajat keschatan
iby dan anak. Pembatasan umur minimal untuk
kawin bagi warga negara pada prinsipnya di-
maksudkan agar orang yang akan menikah di-
harapkan sudah memiliki kematangan berpikir
kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang me-
madai, Kemungkinan kerctakan rumah tangga
vang berakhir dengan perceraian dapat dihinda-
ri, karena pasangan tersebut dapat memiliki ke-
sadaran dan pengertian yang lebih matang me-
agenai tujuan perkawinan yang menekankan as-
pek kehahagiaan lahir dan bathin.

Pernikahan dibawah umur atau biasa dike-
pal dengan istilah pernikahan dini, merupakan
instituisi agung untuk mengikat dua insan lawan
jenis yang masih remaja dalam satu ikatan ke-
luarga. Selanjutnya yaitu menurut Prof. Dr. Sar-
lito Wirawan Sarwono. Beliau mengartikan per-
nikahan dini adalah sebuah nama yang lahir da-
71 komitmen moral dan keilmuan yang sangat
kuat, sebagai sebuah solusi alternatif*

Bagi perkawinan sangat jelaslah bahwa
yang boleh melangsungkan perkawinan adalah
mereka yang telah memenubi batasan usia untuk
melangsungkan perkawinan scperti yang tertera
dalam Pasal 7 ayat | UU No.1 Tahun 1974 yang
tertera bahwa, batasan usia untuk melangsung-
kan perkawinan it pria sudah berusia 19 (sem-
bilan belas) dan wanita sudah berusia 16 (enam
belas) Tahun. Secara eksplisit ketentuan terse-
but dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang
dilakukan oleh calon mempelai yang mana ca-
lon pengantin prianya belum berusia 19 tahun,
dan calon pengantin wanitanya belum berusia
16 Tabun disebut sebagai “perkawinan dibawah
umur” atau biasa pula dikenal dengan istilah

" Penclitien lerdahule, perkawinan dibawah umur dikoi
Palu, ditinsu dari UUP 1974,

Nirul Migat

pernikahan dini. Undang-undang No.l Tahun
1974 menjelaskan syarat-syaral yang wajib di-
penuhi calon mempelai scbelum melangsungkan
pernikaban adalah menurut Pasal 6 ayat 1 UU
nol. Tahun 1974 : perkawinan harus persetuju-
an para calon mempelai, Pasal 6 ayat 2 UU no. |
Tahun 1974: untuk melangsungkan perkawinan,
seseorang yang belum mencapal umur 21 (dua
puluh satu tahun) harus mendapat ijin kedua
orung tua, sedangka Pasal 7 UU No | Tahun
1974 : perkawinan hanya diijinkan  jika pihak
pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak
wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Sedangkan menurut negara, pembatasan
umur minimal untuk kawin bagi warga negara
pada prinsipnya dimaksudkan agar orang yang
akan menikah diharapkan sudah memiliki kema-
tangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan
fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang
diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumah
angga yang berakhir dengan percoraian dapat
dihindari, karena pasangan tersebut memiliki
kesadaran dan pengertian yang lebih matang
mengenai tujuan perkawinan yang menekankan
pada aspek kebahagiaan lahir dan bathin.

Sedangkan kategori anak dibawah umur
berfaku pula UU No.23 tahun 2002 mencegah
adanya perkawinan pada usia anak-anak yaitu
dimana dalam Pasal | tentang perlindungan
anak, defemisi anak adalah dimana seseorang
yang belum berusia [8 tahun, termasuk yang da-
lam kandungan. Setiap anak mempunyai hak
dan Kkewajiban scperti vang tertuang dalam
Pasal 4 UTI No.23 tahun 2002; setiap anak ber-
hak untuk dapat hidup, tumbuh. berkembang,
dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta menda-
pat perlindungan dari kekerasan dan diskriming-
si, Pasal 9 ayat 1 Undang-undang No.23 Tahun
2002; setiap anak berhak memperolch pendidi-
kan dan pengajaran dalam rangka pengemba-
ngan pribadinya dan tingkat kecerdasannya se-
suai dengan minat dan bakatnya. Pasal 11 UU
N0.23 Tahun 2002 : setiap anak selama dalam
pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain ma-
napun yang bertanggung atas pengasuhan, ber-
hak mendapar perlindungan dari perlakuan

a, diskriminasi
b. eksploitasi baik ekonomi maupun seksu-
al
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¢. penelantaran

d. Kekejaman. kekerasan, dan penganiaya-
an

e. Ketidak adilan

f.  Perlakuan salah lainnya.

Penentuan batas wsia minimum untuk ka-
win dalam Pasal 7 UU Perkawinan, kalau dita-
rik garis lurus pada kebiasaan adat yang gemar
mengawinkan anak-anaknya yang masih belum
maiang, dimnah Alr ini ada kemajuan vang cu-
kup signifikan demi mengeliminic perkawmnan
bocah yang masih gemar bermain. Maka batas
usia minimum  ditetapkan Pasal 7 UL perkawi-
nan ini, dalam lingkungan masyaralat vange k-
tis, khususnys pembela kaum Perempuan, dirs-
sakan masth ranum dengan permasalahan,

Efcktifitas berlakunya Pasal 7 UU perka-
winan yang menentukan batas usia rmmumum
untuk kawin 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun
bagi pria, menpgaris bawahi bahwa jika calon
mempelai tidak mampu membuktikan usianya
dalam bentuk akta kelahiran . Berdnsarkan Pasal
& ayat 2 hurul a PP No. 9/1975, ketindaan akta
kelahiran dapat diganti dengan akia kenal lahir
atau surat keterangan lalir

Banyaknya pihak yang mengajukan kebe-
ratan dan menginginkan baltes usia minimum
tersebut ditingkatkan pada usia kedewasaan saat
ini yang lebih maju dalam pemikican. Terutama
untuk batasan usia nunimum bagh wanits vang
dirasakan masih rendah schingga potensial
akan memunculkan konflik yang jadi kendala
dalam melangsungkan rumah tangga vang baha-
gia,

Aturan batasan minimum untuk kawin,
kenyataannya bagi masyarakal modern yang se-
lalu mengedepankan pendidikan, umur 16 tahun
bagi perempuan dan |9 tahun bagi laki-laki ter-
sebut dianggap sangat dini untuk melangsung-
kan sebuah perkawinan. Tercapainva cita cita
minimal setelah meluluskan pendidikan di uni-
versitas merupakan capaian tingkal tinger dalam
pendidikan kebanyakan generasi muda, unmum-
nya perkawinan ideal baru akan dilaksanukan
setelah misalnys kalo mereka sudah memiliki
pekerjaan dan memiliki penghasitan sendir.

Obyek penelitian ini adalsh Kanwil Depag
Sulawesi tengah sebagai pihak yang mendata
semua perkawinan yang dilangsungkan oleh
KUA, maupun Kantor Catatan Sipil dan Penga-
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dilan Agama Palu Kelas A, sebagai pihak yang
berrwenang wemberikan izin bagi pemohon
yang akan mengajukan perceraian dan salah sa-
tu pihak yang mengajukan perceraian tersebut
merupakan pasangan suamni isteri yang masih
dibawah umur.

Bapak Sofion Arsyad, S.Pd.1, M.Si  vang
menjabat sebagal Kepala Seksi Kepenghuluan
dan Pemberdayaan KUA bahwa termyata walau-
pin fenomena perkawinon makin banyak, dan
mudahnyn untuk mendapatkan ijin untuk meni-
kah serta proses vang mudah, akan tetapi secara
terdatu, diseluruh KUA yang ada dikota Palu ti-
dak dijwmpai pemberian ijin menikah untuk
anak anak dibawah wour, aton tidak adanya
petberian iin untuk menikah pada anak diba-
wah umur

Beliau mengaiokan pada dasarnya tinggi-
aya kesudaran untuk menikah (erkait dengan
umur seseorung, khususnya di kota palu. Pasa-
ngan yang skun menikah sangat menyadari bah-
wa adanya aturan hukwm vang berlaku terhadap
para calon pasangan yang akan mengajukan per-
mohonan aken menikal, disebabkan bahwa ada
syarat syarat mutlak vang harus dipenuhi oleh
mereka yang akan melangsungkan pemikahan,
Sejauh ini pantauan terhadap calon pasangan
vang akan mengajukan permohonan untuk me-
nikah tidak berani mengambil resiko setelah
mengetahni syarat yang harus dipeauhi terkait
dengan umur calon mempelai.

Berdasarkan  hasil wawancara bersama
Bapak Rulli Adiaksa, SH, bahwa semua data
yang masuk yang mengajukan permohonan pro-
ses perceraian tidak ditermukan pasangan suami
isteri yang masih dibawah umur Peneliti meng-
anggap bahwa perkawinan yvang dilangsungkan
oleh pasangan yang masih dibawah umur sangat
rentan dengan perceralen.agar orang yang akan
menikah dibarapkan sudah memiliki kemata-
ngan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan
fisik yang memadm. memiliki kesadaran dan pe-
ngertian  yang lebih matang mengenai tujuan
perkawinan yang menckankan pada aspek keba-
hagiaan lahir dan bathin, sedangkan pasangan
suarm ister vang masih dibawab umur idalk
mencinukan Kebahagiaan lahic dan bathin, dika-

* Hasil wawancars pada penelitian sebeluniya, Perknwi-
nan anak dibawah umur diKow Palu ditinjan dari Un-
dang-Undang Mo | Th 1974,
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renakan jauh dari sikap dewasa.”

Buagaimana jika tetap ingin melangsung-
kan perkawinan, jika kedua mempelainya diba-
wah ketentuan yang dibolehkan UUP, untuk
melaksanakan hal tersebut, maka kedua orang
tua laki- laki maupun kedua orang tua perempu-
an dapat meminta dispensasi atas ketentuan
umur kepada pengadilan Agama bagi yang bera-
gama Islam, dan Pengadilan negeri bagi vang
beragama non Muslim.

Dan jika terjadi, dampak apa yang dapat
dinmbulkan dari perkawinan dibawah umur. Ti-
dak terdapatnya dalam data perkawinan, adanya
pasangan suami isteri yang masih dibawah
umur, adalah dampak dari tegasnya Undang-
undang terhadap batasan umur calon pria dun
wanita yang akan mengajukan permohonan ijin
menikah. Batasan umur vang diberikan oleh
UL No. 1 1ahun 1974 yang sangat tegas terha-
dap pasangsn yang akan menikah yakni 19 ta-
hun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk pererm-
puan. Juga penegasan dari UU No 23 Tahun
2002, Akan tetapi dengan adanya batasan ler-
sebut menjadi peluang untuk adanya pernikahian
vang tidak dicatatkan menurt ketentuan UU.
Sejiauh ini menurut hasil wawancara ditakutkan-
nya adanyy celah pada pasangan dibawah umur
yang tidak mendaftarkan dan mencatatkan per-
nikahannya dikarenakan adanya penegasan ter-
fiadap umur calon mempelai yang akan melang-
sungkan perkawinan, dan adanya sanksi tegas
terhadap mereka yang melanggar ketentuan tor-
s=hbut,

2. Dampak apa yang dapat ditimbulkan
dari perkawinan dibawah umur terhadap
perceraian

Mclihat makna dar tujuan perkawinan
adalab untuk menciptakan keluarga yang haha-
gia dan kekal, Maka twjuan luhur tersebut pada
dasarnya akan selalu diniatkan oleh sctiap pasa-
fgan yvang melangsungkan suaw perkawinan
dengan iringan doa dari kedua belah pihak da-
lam hal ini keluarga dari kedua belah pihak
staupun masyarakat sekitar. Sudah menjadi kod-
rat apa yang ada di alam fana mi  tidak ada
vang kekal, termasuk perkawinan, Pada saat ter-

" Hasil wawancara pada penelitian sehelumya, Perkawi-
man anak dibawah umur diKots Palu ditinjau dari Up-
dng-Undang No | Th 1974,
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tentu setiap perkawinan pasti akan bubar atau
putus. ini ditegaskan olch Pasal 38 UU Perkawi-
nan yang menyatakan :
Perkawinan Putus karcna :
a. Kematian
b. Perceraian
¢. Atas putusan pengadilan

Pembubabaran Perkawianan pada umum-
nya oleh Pasa 199 BW ditctapkan :

1. Karens kematian,

2. Karena keadaan tak hadir suami isteri
selama sepuluh tahun yang kemudian di-
ikutl perkawinan baru oleh yang diting-
galkan sesuai prosedur,

3. Karena putusan hakim setelah adanya

perpisahan meja dan tempat tidur,

. Karena cerai

Tentang putusnya perkawman setelah di-
dahutui oleh pisah meja dan tempat tidur, alasan
i tidak dikenal dalam UL/ Perkawinan, sehing-
g4 dapat dipertanyakan. apakah lembaga ini di-
perbolehkan andai kata dipergunakan saat seka-
rang jika ada pasangan yang memohon di pe-
ngadilan. Kalau memnag twjuan  perkawinan
menurut UL Perkawinan antwra lain  adalah
menghindari perceraian dengan optimal, tidak
ada salahnya lembaga pisah meja dan tempat
tidur ini dipergunakan semisal ada yang meniin-
tanya ke Pengadilan setempat. Cara dan prose-
dur yang ada dalam BW dapat saja diadopsi
oleh Hakim lewat kewenangannya dalam usaha
mempersukar cerai yang diamanatkan oleh UU
Perkawinan,

Perceraian yang merupakan salah satu pu-
tusnya perkawinan, pembicaraan menjadi sangat
inten. Perceraian merupakan suatu peristiwa
yang secara sadar dan sengaja dilakukan olch
pasangan suami istern untuk mengakhini atau
membubarkan perkawinan mereka. Tujuan un-
tuk membentuk keluarga yang kekal menjadi
kandas. Putusnya perkawinan karena cerai, lebih
banyak menimbulkan dampak yang berkepanja-
ngan bagi anggota keluarga yang bersangkutan,
bahkan sampai memakan waktu yang lama.

Perceraian scbagai penyehab TSy
perkawinan oleh hokum diatur serinci mungkin .
Apa alasan yang dapat dipergunakan untuk ce-
rai, dengan cerai scjak kapan perkawinan diang-
gap putus, bagaimana prosedur cerai harus dia-
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tur. Perkawinan sebagai titik mula pembentukan
keluargn yang dipercayai sebagai komponen da-
sar kehidupan, Apalagi putus akibat cerai, dam-
paknya pasti akan berasa bagt sendi kehidupan
masyarakat. Besar kecilnva angka perceraian,
sering dipergunakan sebagal tolak ulaur untuk
menelaah kembali kebijakan bidong-bidang so-
sial lain yang mempengaruhi, pun terhadap pa-
sangan suami isterl yang masih dibawah wmuir,
yang akan mengajukan permohonan unmk ber-
cerai,

Alesan ceral diatur oleh penguasa dengan
tujuan agar rumah tangga yang dibangun oleh
suanm isteri 1 tidak dirobohkan dengan dalih
yang udak layak. Pembatasan alasan dengan
dalib dalam undang-undang sejauh mungkin te-
tap separalel dengan dengan asas-asas yang
mendasart hukum perkawinan. Pada prinsipnya
ULT Perkawinan mempersukar perceraian, sesuai
dengan struktur masyarakaat agama vang dia-
nut, alas un cera tidak diperkenankan dengan
alasan diluar yang ditetapkan oleh ketentuan
UU Perkawinan:

Pasal 39 UU Perkawinan mencgaskan da-
lam salah suly bahasanya, bahwa ceral hanya
dapat dilaksanakan dimuka sidang pengadilan,
seteluh Hakim ndak berhasil mendamaikan pa-
ra pihaknyva. Berdasarkan ketentuan ini lergam-
bar jelas bahwa scbuah perceraian tidak boleh
dilaksankan secara liar diloar pengawasan Ne-
gara. [ni wajar mengingat keberadan perkawi-
nan it sendiri, Negara sejuk awal ikut campur
dan intensil sembari menerjunkan petugas pe-
menniah yang secara khusos ditunjuk untuk me-
nangant prosedur pelangsungannya. Manakala
awal terlungsunkannya sebuah perkawinan, Ne-
gara menentukan koridornya sebagar syaral ke-
absahannya, maka sangat masuk akal kalau apa
yang sudah dipertalikan tersebut hendak dipu-
tus, Negura merasa berkewsjiban pula untuk te-
tap berperun, vakm lewat kondor peradilan,
agar apa vang sag itu hendak diakhiri maka ha-
rus mengikuti koridor menurut atwran hukum
yang berlaku.

Di kota palu tidak ditemukannya angka
Perceralan vang diajukan oleh pasangan suarni
isteri vang masth dibawah umur, Dikarenakan
kesaclaran para pihak calon mempelai yang akan
melangsungkan perkawinan, penckanan batasan
urue yang mengacu terhadap kedewasaan sese-
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orang yang menyebabkan pihak-pihak yang
akan melangsungkan perkawinan sadar akan hal
tersebult,

Tidak ditemukannya pasangan perkawi-
nan yang masib dibawah umur, maka tidak dite-
mukan pula perceraiun dibawah umur, Khusus-
nya di Kota Palu.

D. Kesimpulan

UU No.l tahun 1974 secara tegas menga-
takan bahwa “perkawinan adalah ikatanlahir dan
bathin antara seorang prnia dan scorang wanita
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan ke-
kal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa”.

Bagi perkawinan tersebut sangat jelaslah
bahwa vang boleh melangsungkan perkawinan
adalah mereka vang teiah memenuhi batasan
usia untuk melangsungkan perkawinan seperti
yang tertera dalam Pasal 7 ayar | UU No.l Ta-
hun 1974 yang tertera baliwa, batasan usia un-
tuk melangsungkan perkawinan itn pria sudah
berusia 19 (sembilan belas) dan wanita sudah
berusia 16 (enam belas) tahun. Secara cksplisit
ketentuan tersebul dijelaskan bahwa sctiap per-
kawinan vang dilakukan sebelum batas umur
tersebut maka discbut “perkawinan dibawah
umur” ataw biasa pula dikenal dengan istilah
pemikahan dini. Undang-undang No.l Tahun
1974 menjelaskan syarat-syarat vang wajib di-
penuli calon mempelai sebelum melangsungkan
pernikahan adalah menurut Pasal 6 ayat | UU
nol. Tahun 1974, perkawinan harus persetujuan
para calon mempelai, Pasal 6 ayat 2 UL no.l
Tahun 1974: untuk melangsungkan perkawingn,
seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua
pulub satu tahun) harus mendapat ijin kedua
orang tua, sedangkan Pasal 7 UU No | Tahun
1974: perkawinan hanya diijinkan jika pihak
pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak
wanita sudah mencapal umur 16 tahun.

Sedangkan menurut negara, pembatasan
umur minimal untuk kawin bagi warga negara
pada prinsipnya dimaksodkan agar orang yang
akan menikah diharapkan sudah memiliki kema-
tangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan
fisik yang memadai. Keuntungan lainnya yang
diperoleh adalah kemungkinan keretakan rumgh
tangga yang berakhir dengan perceraian dapat
dihindari, karena pasangan tersebut memiliki
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xesadaran dan pengertian vang lebih matang
mengenai tujuan perkawinan yang menekankan
pada aspek kebahagiaan lahir dan bathin.

Dimungkinkannya seseorang kawin pada
usia kurang dari batas minimum yang sudah di-
tztapkan, dengan mengajukan permohonan ke-
pada Pengadilan berdasarkan alasan tertentu.
Apa alasan yang dimaksud, undang-undang
sendiri tidak memberikan penjelasan secara rin-
ct. namun hal itu didasarkan kepada pertimba-
ngan hakim yang sekiranya dianggap layak un-
tuk ditetapkan adanya dispensasi yang diperlu-
kan. Dispensasi yang dimaksud dapatdiajukan
selam kepada pengadilan, juga dapat dimintakan
kepada pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua
orang tua pria maupun pihak wanita .

Aturan menyangkut dispensasi ini adaka-
lanya memang diperlukan akibat keadaan daru-
ral vang menyimpang dari situasi dan kondisi
normal. Persoalan dispensasi yang diberikan ini
sebenarnya lebih kayak dan proporsional kalao
permohonannya diajukan ke Pengadilan, karena
hakim setelah mengetahui alasan dan mende-
ngar dari pihak keluarga, secara obyektif akan
dapat memberikan penctapan yang adil. Inj
menjadi penting sebagai dasar yuridis bagi petu-
gas yang akan melangsungkan perkawinan ter-
scbut, mengingat peristiwa itu dilaksanakan ka-
rena dalam keadsan darurat, sementara kalau
dispensasi itu diberikan oleh pejabat lain seba-
gaimana dimaksud oleh pasal 7 avat 2 UU Per-
xawinan yang tidak pernah jelas siapa pejabat
vang dimaksud, justru akan mengakibatkan ke-
rancuan,

Sekali lagi ditegaskan bahwa pelaku per-
kawinan selain sudah mamiliki kemampuan
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baik secara ragawi ataupun rohani sebagai be-
kalnya, kematangan jiwa dan raga amat diperlu-
kan waktu berangkal mengayuh biduk rumah
tangga saaat mengarungi lautan hidup yang acap
kali bisa dilanda goncangan atau badai. Kemam-
puan yang prima lahir dan bathin, sangat diper-
lukan bagi para pihak yang bersedia hendak
melangsungkan perkawinan, agar kemampuan
untuk bertanggung jawab scbagai suami isteri
dapat diwujudkan dengan lugas.

Alasan cerai diatur oleh penguasa dengan
tujuan agar rumah tangga yang dibangun oleh
suami isteri itu tidak dirobohkan dengan dalik
yang tidak layak. Pembatasan alasan dengan
dalih dalam undang-undang sejauh mungkin te-
tap separalel dengan dengan asas-asas yang
mendasari hukum perkawinan.Pada prinsipnya
UU Perkawinan mempersukar perceraian, sesuai
dengan struktur masyarakaat agama yang dia-
nut, alasan cerai tidak diperkenankan dengan
alasan dilvar yang ditetapkan oleh ketentuan
LU Perkawinan.

Dikots palu tidak ditemukannya angka
Perceraian yang diajukan oleh pasangan suami
isteri yang masih dibawah umur. Dikarenakan
kesadaran para pihak calon mempelai yang akan
melangsungkan perkawinan, penckanan batasan
urmuir yang mengacu terhadap kedewasaan sese-
oreng yang menycbabkan pihak-pihak yang
akan melangsungkan perkawinan sadar akan hal
terschut.

Tidak ditemukannya pasangan perkawi-
nan yang masih dibawah umur, maka tidak dite-
mukan pula perceraian dibawah umur. Khusus-
nya di Kota Palu.
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